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WALIKOTA JAMBI 

PROVINSI JAMBI 

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI 

NOMOR  5  TAHUN  2015 

 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI 

NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI 

LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA JAMBI  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA   

WALIKOTA JAMBI, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan efektifitas 
kinerja pemerintah daerah guna optimalisasi penyelenggaraan 

urusan pemerintahan daerah, dipandang perlu dilakukan 
evaluasi dan penataan kembali beberapa organisasi lembaga 

teknis daerah yang proposional dengan tetap mempertimbangkan 
kewenangan, karakteristik dan kebutuhan daerah; 

  b. bahwa dalam upaya penataan organisasi perangkat daerah 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka beberapa 
ketentuan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota 

Jambi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Jambi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi 
sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan daerah sehingga perlu 

diubah; 

   c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Jambi 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi 

Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi. 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan  
Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi 

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1956 Nomor 20); 
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Eletronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4843); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4846); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5494); 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Repubik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5679);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri 

Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4194);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348); 

11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 
2008 Nomor 7); 

 

 

 

https://jdih.jambikota.go.id/


- 3 - 

 

 

. Copyright : https://jdih.jambikota.go.id 

12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi 
sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota 

Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 3). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI 

dan 

WALIKOTA JAMBI, 

 

MEMUTUSKAN : 

 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 11 TAHUN 2008 

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS 
DAERAH KOTA JAMBI. 

 

PASAL I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 

11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis 
Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 

Nomor 11) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota 
Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 3) 

diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf m diubah dan ditambah 1 

(satu) huruf yakni huruf p, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 2 

 

(1) Lembaga teknis daerah berkedudukan sebagai unsur 

pendukung untuk menyelenggarakan urusan pemerintah 
daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 
daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 

(2)  Lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri dari : 

a. inspektorat kota; 
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b. badan perencanaan pembangunan daerah; 

c. badan lingkungan hidup; 

d. badan ketahanan pangan dan penyuluhan; 

e. badan pemberdayaan perempuan dan keluarga 

berencana; 

f. badan pemberdayaan masyarakat; 

g. badan kesatuan bangsa dan  politik; 

h. badan kepegawaian daerah; 

i. badan perpustakaan, arsip dan dokumentasi; 

j. badan penanaman modal  dan pelayanan perizinan 

terpadu (BPM PPT) 

k. dihapus; 

l. kantor pengelola parkir; 

m. kantor komunikasi dan informatika;  

n. satuan polisi pamong praja; 

o. badan penanggulangan bencana dan pemadam 

kebakaran; 

 
 (3)  Lembaga teknis daerah merupakan unsur pengawas 

dipimpin oleh inspektur, yang berbentuk badan dipimpin 

oleh kepala badan, berbentuk kantor dipimpin oleh kepala 
kantor dan yang  berbentuk satuan dipimpin oleh kepala 

satuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab 
kepada walikota melalui sekretaris daerah. 

 

2. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Kantor Komunikasi dan Informatika 

 
Pasal 27 

 
Kantor Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok 
melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 
komunikasi dan informatika serta tugas pembantuan.   

 

3. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 28 

 

(1) Susunan organisasi  kantor komunikasi dan informatika, 
terdiri dari : 

a. kepala ; 
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b. sub bagian tata usaha; 

c. seksi aplikasi informatika; 

d. seksi sarana komunikasi dan informatika; 

e. seksi pos dan telekomunikasi; dan 

f. kelompok jabatan fungsional.   

 

(2) Ketentuan mengenai struktur organisasi kantor komunikasi 
dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

PASAL   II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

       Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kota Jambi. 

 

  Ditetapkan di Jambi 

  pada tanggal 2 November 2015 

 

   WALIKOTA JAMBI, 

 

  ttd 

  

                SYARIF FASHA 

Diundangkan di Jambi 

pada tanggal 2 November 2015 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI, 

 

 ttd 

d.t.o 

             DARU PRATOMO 

  

 LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2015 NOMOR  5 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI : (5/2015) 

 

 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM  

DAN PERUNDANG-UNDANGAN  

SETDA KOTA JAMBI 
 

ttd 
 

EDRIANSYAH, SH., MM 
NIP.19720614 199803 1 005 
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